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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian pada bab 

sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Dasar pemikiran ketentuan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan 

memberikan jaminan terhadap dana simpanan nasabah di bawah 2 

(dua) milyar rupiah bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan, yang menyatakan bahwa dana simpanan yang 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah maksimum 

sebanyak 2 (dua) milyar rupiah. Berubahnya nilai atau besaran yang 

dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan adalah karena adanya 

ancaman krisis keuangan dan juga karena kenaikan jumlah nasabah 

yang mempunyai simpanan sampai dengan 2 milyar rupiah lebih 

banyak dibanding nasabah yang mempunyai simpanan di atas 2 milyar 

rupiah. Hal ini diperkuat dengan adanya ketentuan dalam Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 

Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. 
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2. Bentuk perlindungan terhadap nasabah yang memiliki simpanan di 

bank di atas 2 (dua) milyar rupiah yang tidak dijamin oleh Lembaga 

Penjamin Simpanan adalah bahwa apabila bank tersebut mengalami 

kebangkrutan, maka sesuai dengan pernyataan dari Lembaga Penjamin 

Simpanan bahwa yang akan menyelesaikannya adalah Tim Likuidasi 

berdasarkan penjualan aset atau kekayaan bank. Diperkuat dengan 

Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa 

segala kekayaan atau aset si berutang dalam hal ini pihak bank 

merupakan jaminan terhadap orang yang mengutangkan dalam hal ini 

adalah nasabah. Sehingga bentuk perlindungan hukum bagi nasabah 

yang mempunyai simpanan di atas 2 (dua) milyar rupiah terdapat 

dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

tersebut. 

B. Saran 

 Belum adanya perlindungan secara pasti melalui sebuah peraturan 

yang dibuat oleh pemerintah terhadap nasabah yang memiliki dana 

simpanan lebih dari 2 (dua) milyar rupiah, maka diharapkan pemerintah 

dapat membuat peraturan tersebut, sehingga nasabah mendapat 

perlindungan secara utuh baik langsung maupun tidak langsung. 
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